
PENERBITAN SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH YANG BERKEPASTIAN HUKUM DIKAITKAN DENGAN AKUNTABILITAS BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM PENGEMBANGAN HUKUM PERTANAHAN INDONESIA

THE ISSUE OF A LAW CONCERNING LAND CERTIFICATE OF RIGHTS MIX IT UP WITH NATIONAL ACCOUNTING AGENCY
IN THE DEVELOPMENT OF INDONESIAN LAND LAWS

ARTIKEL DISERTASI




[image: Hasil gambar untuk LAMBANG UNPAS]

Disusun Oleh :

Nama	: DANIEL ROMI SIHOMBING
NPM	: 169030027

PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS PASUNDAN
BANDUNG
2020








ABSTRAK

Pendaftaran tanah di Indonesia diselenggarakan dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan dengan sistem publikasi negatif yang mengandung unsur positif, karena akan menghasilkan surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Selain permasalahan dalam proses administrasi penerbitan sertifikat, juga permasalahan terjadi pada pelaksanaan putusan pengadilan. Banyak putusan pengadilan khususnya Pengadilan Tata Usaha Negara yang sudah inkrach yang belum mendapat tindak lanjut dari Badan Pertanahan Nasional karena lalai bahkan tidak tegas dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Proses penyelesaian sengketa/konflik tanah memerlukan waktu yang cukup lama apabila tidak dapat diselesaikan melalui jalur mediasi antara para pihak yang bersengketa dan Badan Pertanahan Nasional selaku mediator. Berdasarkan problematika tersebut, penulis membuat identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu: 1) Bagaimana kepastian hukum penerbitan sertifikat hak milik oleh Badan Pertanahan Nasional dalam sistem hukum pertanahan Indonesia; 2) Bagaimana pertanggungjawaban Badan Pertanahan Nasional atas penerbitan sertifikat hak milik; 3) Bagaimana konsep perlindungan hukum bagi pemilik hak atas tanah dalam penerbitan sertifikat hak milik oleh Badan Pertanahan Nasional dikaitkan dengan kepastian hukum kepemilikan.

Spesifikasi penelitian dalam penyusunan dalam disertasi ini dilakukan dengan cara deskriptif analitis yaitu menggambarkan permasalahan yang ada kemudian mengkaji dan menganalisinya dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu menguji dan mengkaji data sekunder. Berkenaan dengan pendekatan yuridis normatif yang digunakan, maka penelitian yang dilakukan melalui dua tahap yaitu studi kepustakaan dan penelitian lapangan yang hanya bersifat penunjang, analisis data yang dipergunakan adalah analisis yuridis kualitatif, yaitu data yang diperoleh, baik berupa data sekunder dan data primer dianalisis dengan tanpa menggunakan rumusan statistik.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerbitan sertifikat oleh Badan Pertanahan Nasional telah sesuai dengan prinsip keberlakuan hukum (gelding van het reht) yang dalam penerbitannya tidak terlepas dari sistem peraturan perundang-undangan dalam bidang pertanahan.  Pertanggungjawaban atas penerbitan sertifikat belum menunjukkan penerapan asas kepastian hukum Dengan terbitnya PMNA/ Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999 tentang pembatalan hak atas tanah maka seharusnya permasalahan penerbitan sertifikat tidak perlu terjadi atau berlarut-larut sampai di pengadilan. Penerapan asas contrarius actus yang menyatakan bahwa Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (“TUN”) yang menerbitkan Keputusan TUN dengan sendirinya juga berwenang untuk membatalkannya, sehingga hal ini mendorong timbulnya rasa keadilan dan kepastian hukum dalam masyarakat sehingga menjadi suatu konsep perlindungan hukum bagi pemilik hak atas tanah dalam penerbitan sertifikat, selain itu penggunaan sistem pendaftaran tanah stelsel positif lebih tepat diterapkan dalam sistem hukum pertanahan Indonesia mengingat budaya hukum masyarakat yang masih lemah, dimana sistem stelsel positif lebih menjamin aspek kepastian hukum.
Kata Kunci: Pendaftaran Tanah, Asas Contrarius Actus, Stelsel Positif.



ABSTRAC

Land registration in Indonesia was held in order to provide assurance of legal certainty in the field of land with a negative publication system containing a positive element of carena would produce legal papers that would apply as a powerful tool of verification. Besides the issuance of the administration of the certificate, the problem lies with the administration of the ruling. Many court rulings especially those of an nkach state-owned business administration that have not been followed up by the state council because they are indecisive in their duties and responsibilities. The process of settling land disputes takes considerable time if not can be resolved through a mediation line between the parties involved and the national incitement agency as a mediator. Based on these problems, authors create an identification problem in the research that is : 1) how certain is the law of the issuance of the oct certificate from olch national property in the Indonesian legal system; 2) how would the national accounting agency account for the issuance of property rights certificates; 3) how is the concept of legal protection for land owners in the issue of property certificates by national property agencies associated with certainty of ownership law.

The research specification of the dissertation is done in an analytical descriptive way by describing the problem and then reviewing it using primary legal material, Secondary legal and tertiary legal material. The method used in the study is the yundis normatif approach, which is to test and review secondary data. Regarding the yurdis normatif approach used, a two-stage study of literature and field research that provides only support, The data analysis used is a qualitative juridical analysis. That is the doctored data. Both sextant data and primary data were analyzed without applying a statistical formula.

Studies have shown that the certificate issued by the national property agency has been consistent with the legal enforcement principle (gelding van het reht) in its publication apart from a series of legislation in the field of land. Accountability for serial publishing has not shown the application of principles of legal certainty with rising PMNA/Kepala BPN No 9 1991 The issue of the liquidation of the certificate should not be carried out or carried out in court. The application of the contrarius acnus principle stating that the body or phandshake of state enterprises (TUN) that publishes the decision of tun also bermang to cancel it, and this has prompted a sense of justice and certainty in the laws of human society and became a concept of legal protection for land owners in sertificate, after all, the use of stelsel's positive land enlistment system is more precisely applied to Indonesia's original land law system in view of the weak legal culture of society, where stelsel's positive system ensures an aspect of certainty of the law.

The key words of the land registration, the contrarius dens principle, a positive stelsel
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